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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis pada bab-bab terdahulu, maka penulis menyimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Kesiapan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Menjalankan 

Diversi untuk menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan 

hukum, adalah sebagai berikut:  

a) Kesiapan dari segi peraturan pelaksanaan Diversi: 

 Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta menginstruksikan kepada 

segenap anggotanya untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam:  

Keputusan Bersama 6 (enam) Lembaga Tahun 2009 tentang Penanganan 

Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Peraturan Kepala Badan 

Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 

tentang Standar Prosedur Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan 

Hukum Di Lingkungan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, dan Instruksi Kerja Kepolisian Republik Indonesia 

Tahun 2012 Dalam Pelayanan, Perlindungan, Serta Penegakan Hukum 

Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, dalam menyelesaikan 

kasus anak yang berhadapan dengan hukum melalui cara diversi. 
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b) Kesiapan dari segi sarana dan prasarana: 

1. Di Polda DIY proses diversi diserahkan sepenuhnya pada unit 

Perlindungan Perempuan dan Anak (yang disingkat PPA). Unit 

PPA merupakan  bagian dari Direktorat Reserse Kriminal Umum 

(yang sering disingkat DIT-RESKRIMUM). DIT-RESKRIMUM 

sendiri adalah unsur pelaksana utama Polda yang berada di bawah 

Kapolda.
114

 Posisi  PPA sendiri dalam DIT-RESKRIMUM adalah 

sebagai Satuan Operasional Direktorat Reserse Kriminal.
115

 

Satuan Operasional terdiri dari sejumlah unit yang masing-masing 

dipimpin oleh Kepala Unit yang disingkat Kanit.
116

 Di Polda DIY, 

unit PPA dipimpin oleh Ibu Wiwik Dwi Khoriyati, S.Sos selaku 

KANIT PPA DITRESKRIMUM POLDA DIY. Unit PPA yang 

dipimpin oleh Ibu Wiwik Dwi Khoriyati, S.Sos selaku KANIT 

PPA DITRESKRIMUM POLDA DIY memiliki 5 (lima) orang 

penyidik anak yang siap untuk menyelenggarakan diversi guna 

menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum di 

wilayah Polda DIY.  

2. Ruang PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) dengan luas 3x4 

meter. Ruangan tersebut dilengkapi dengan sebuah sofa panjang, 

                                                           
114

 www.jogja.polri.go.id, DIT-RESKRIMUM, hlm.1, 8 mei 2013, pkl 02:06 WIB. 
115

 Ibid. 
116

 Ibid. 
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satu unit AC (Air Conditioner), sebuah pesawat televisi, berbagai 

macam buku bacaan anak, dan berbagai mainan anak. 

2. Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta 

dalam melaksanakan Diversi, adalah sebagai berikut:  

i) Kendala dalam mendapatkan persetujuan dari korban dan/atau orang tua 

korban anak tentang kesediaan mereka untuk melaksanakan proses 

diversi. 

ii) Kendala dari segi sarana dan prasarana:  

(a) Ruang PPA terlalu sempit dan kurang nyaman untuk diadakannya 

proses diversi. 

(b)  Jumlah penyidik anak yang hanya terdiri dari 5 (lima) orang dirasa 

terlalu minim untuk menangani kasus anak yang terjadi. 

(c) Penyidik anak di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta tidak 

pernah mendaptkan pendidikan khusus mengenai teknis pelayanan 

dan penanganan kasus anak. 

(d) Pendanaan unit PPA yang tidak terperinci dan terbuka akan 

mempersulit kinerja unit PPA dalam menjalankan diversi. 

(e) Peraturan pelaksanaan diversi yang tidak ada akan menyulitkan 

pihak Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menetapkan 

standar pelayanan dan pelaksanaan proses diversi itu sendiri. 
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B. Saran  

 Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai 

berikut: 

  Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta harus memberikan perhatian 

yang lebih khusus dalam memberikan pelayanan terkait proses diversi untuk 

menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum di tahap 

penyidikan, dengan memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana yang 

telah ada, seperti; menyediakan ruangan khusus untuk menjalankan diversi di 

ruang yang terpisah dengan kantor unit PPA, dan dengan menambah personil 

penyidik anak sekaligus memberi bekal kepada para penyidik anak tersebut 

berupa pendidikan teknis tentang menyelesaikan kasus anak yang berhadapan 

dengan hukum, khususnya dengan metode diversi.  
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